PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010

Menimbang

Mengingat

TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 641/MK.7/2010
Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta maupun
Pemerintah Propinsi Daerah |Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116/KEP/2011 tentang Klarifikasi
Terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu adanya penyesuaian
pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah khususnya ketentuan tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan harus
diubah dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4189);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomo 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian
Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta Nomor 2 Tahun
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988
Nomor 12 SeriC);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun

2000 Nomor 48, seri D) .

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor

21 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota

Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) , diubah sebagai

berikut :

1. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB dan satu Pasal yakni BAB IX A

Pasal 25 A, yang berbunyi sebagai berikut

BAB IX A
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 25 A

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, W ajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian

kepada W alikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) W alikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan W alikota atau

Pejabat yang ditunjuk tid ak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling

lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(4) Apabila W ajib Pajak mempunyai wutang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak

tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, W alikota
atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan W alikota.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

Pasal 33
(1) Pelaksana pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif ditetapkan dengan

Peraturan W alikota



Pasal Il

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 14 Mei 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 14 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 6



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DANBANGUNAN

I. UMUM

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelayanan pemungutan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap m ateri
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan . Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan di Kota Yogyakarta mulai tahun 2011 yang kewenangannya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Penyempurnaan tersebut berdasarkan hasil Evaluasi maupun klarifikasi dari Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu penyesuaian m ateri

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan harus dilakukan perubahan.

M ateri Perubahan Peraturan Daerah dimaksud ada 2 (dua) yaitu dengan menyisipkan antara
BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB dan satu Pasalyakni BAB IX A Pasal 25 A yang
mengatur mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang diberikan kepada
W ajib pajak atas pengajuan yang dimohonkan kepada W alikota atau Pejabat yang ditunjuk,

sedangkan materiyang kedua adalah penyempurnaan Pasal 33 Ketentuan Insentif.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal l. : Cukup jelas.

Pasal I : Cukup jelas.



